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SALINAN

PRESIODEM
REFUBLIK 1MOSMESIA

UNDAR{:-UNDANG REPUBLIK [(NDONESIA
NOMOR & TAHUMN Z019
TENTANG

PENYELENGGARAAN TBADAH HAJL DAN UMEAH

DENGAN FAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa negara menjamin  kemerdekaan  lLap-liap
penduduk untuk memeluk agemanya MAaSIDRE-THASIOE
dan untuk benbadal meourut agamanyd dan
kepercayaannya i,

b, bahwa salah zatu jamunan ncgara atas kemerdekaan
beribadah ialah membenkan pemlunaan, pelayanan,
dan pelindurgan bagi warga negara yanp menunaikan
ibadah haji dan uinrah &ecara aman, nyaman, tertib,
dan sesuzi dengan kelentuan syariat,

c. bahwa semakin meningkatnya jumlah warga negara
untuk menunaikan ibadah hali dan uamrah, perlu
peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haj dan
umrah wecara aman, nyaman, tertib, dan sesual
denpan ketentuan svanat;

d. hahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
lenlang Penyelenggaraan lbadah Haji scbapaimana
telaly diubah dengan Undang-Undang Nomor .34
Tahun 200% leptang Penetapan Peraturan Pemerintah
Ponpganti Unedang-Undang Nomer 2 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomoe 13
Tahun 2008 rentang Penyelengparsan Iobedah Haji
mengadi Undung-Undang sudah tidak sesunal dengan
dinamika dan kebutuhan hukum masvarakat,
sehungpa perlu digantl,

e, bahwa . .
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e. bahwa berdasarkan perdmbangan sebagaimana
dimalksiel dalatm huraf a, humf b, hoaeal ¢, dan horal
d.  perlu membentuk  Undanp-Undang  fenmang
Penyelengparaan lbadah Hajl dan Umrah;

Menpingat o Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayar (2} Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194.5;

Dengan Persetijuan Bersama
LEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
FRESIDEN EEPUBLIK INDONESIA,

MEMUTLSKAR:

Menetapkan @ UNDANG-UNDANG TENTANG  PENYELENGGARAAN
IDADAH HAJL DAN UMEAH.

BAE [
KETEMTIIAM UMUOM

Faszal 1

Dalamn Lodang-TIndang int yang dirnaksud dengan:

1. Ibkadah Haji adalah rukun Islam kelima bagl orang
Iglam  vanp mampu  untuk  melaksanakan
seranpkaian ibadab errento i Baitullah, masyvair,
sortn termpat, waktl, dan syarat tectentu,

2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah 4di
lnar musim hayi denpan mat melaksanakan amrah
yvanp dilanjuckan dengan melakubken tawal, sai, dan
trhabul.

g Penyelenggarasn . .o
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Penvelenggaraan [badah Haji dan Umrah adalah
kepiaiEn prErencanaan, P NEOTEANISASIATL,
pelaksanaan, pengawasan, svaluasi, dan pelaporan
Ibadah Haji dan [badal Umrcah.

Jemash Hapl adalabh warga negara vang beragama
Islam  dan  telah mendaltarkan dhin unluk
menlinaikan [hadah Haji sesuai dengan persyaratan
yvang ditetaphan.

Jemaah Haji Repuler adalah Jemaah Hap yamg
menjalankan Thadal Haji vang diselenpgarakan oleh
Menteri,

Jemazah Haji Khusus adalah Jemaah Hajp yang
menjalankan Ibadah Haji vang dizelenggarakan oleh
penyelenggara [badah Hap khusus

Jemaah Umirah adalah SCSCOTATIE YANgG
meluksanakan (hadah Umeal,

Peryelenggaraan lbadah Hajl Repuler  adalah
Penyvelenpraraan [badah Haji vang dilaksanakan
oleh Menten denpan pengelolazn, pemtnaysan, dan
pelayanan yvang bersifat umum,

Pelugas Penvelenggara Ibadah Han yang selanjutnya
disingkat FPIH adalah peruges  vang  dianpgkat
dan/atau ditetapkan oleh Mentenr vang bhertugas
melakukan pembthaan, pelayanan dan pelindungan.
scrta pengenicdalian dan pengaardinasian
pelaksanaan operasional [badah Hap di dalam tegen
dan falay o Araly Sandi

Peovelenggaraan  [badah  Haji  Khusus  adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan
oleh pernvelenggara [badah Hajl khusus  dengact
pengelolaan, pembigyaan, dan pelayanan  yang
bersiat khusus,

11. Penyclenggara . . .
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Penvelenggara [badah Hajpy Khusus vang selanjutnya
dJismghal PIHE adalab beadan hubam vang metmbika
izin dan Mentenn untuk melaksanakan lhadah Haj
khusus.

Biava Pegalanen lhadah Hajp yang selamjuthya
dizcbhur Bipth adalah scjumlah uwang yang harus
dibayar cleh warga negara vang akan menunaikan
Thaclah Haji.

Biava Penyelengearaan lbadah Haji vang selanjutnya
disingkat BPIH adalalh  zejumlah dana  yang
digunakan  unluk  operasional Penyelengparaan
[badah Haji.

Milai Manfear adalaty dane vang dipergleb dari hasil
penpgembangan keaangan  hap vang  dilakukan
melalul penempatan dan/acau investasl.

Dana Efisiensi adalah dana vang dipercleh dari hasil
cfiwiens higve operasional penyrelengearasan Tbadah
Haji.

Biava Peralanan  Ihadabh Hap  Khuasus yang
acianjuinyva dizebul Bipth Khusus adalah sejumlah
uang vang harus dibayar olch Jfemaah Hap wvang
akan menunaiken Ibadah Tlap Khusus.

Bank Pencnima Setoran Biayva Pepalanan Tbadah
Haji yang =zelanjutnya disingkat BPS Bipih adalah
lrank urman syraciah denfalaun unil ysaha syariah
rang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
Setoran  Jemaah adalakh  =ejumlah  unang wvang
diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BFS Bipih.
Penyelengpara Perjalanan  Thadah Umrah  wvang
selamjatnya dismpkat PPIU adalab biro perjalanart
wisata yang memilikl 1zm dari Menten untuk
menyelengoarakan perjalanan lkadah Umtah.

2 Relompok . ..
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kelompok Bimbingan 1tsadah Hap dan Umrah yang
gelanutnya disingkat KBIHL adalah kelompok vang
menvelenggarakan bimbingan [badah Hayi dan
Ibhaclaly Umrabh yang 1elah mendapatkan zn dan
hMeonter.

Sistem Kempurensazi Haji Terpadu yaog selanjutiya
disehuat Siskohat adalah sistcm pengclolaan data
dan informasi penyelenggaraan Ikadabh Hapl secara
terpadu.

kelompok Terbang vaneg sclanjutnya dischur Klotcor
adalah pcngelompokan rombongan Jemaah Haji
Repuler berdasarkan jacdwal keberangkatan
penerbangan ke Arab Saudi.

Dewan Perwakilan Ralval Repulbdik Indonesia vang
selanjuinya disinkkal DPE Rl adalah  Dewan
Perwakilan Rakvatr schagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar MNegars Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pemernintah  Pusat yang selanjuinya disebut
Pemerintahh adalah Presiden Republik  Indonesia
yane memedang kekuasasn pemerintaban neeara
Eepublik Indonesia yang <ibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebapaimana dimaksud dalam
Lndang-Lodang Dasar Megara Republik [ndonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalaby kepala daerab sebapas
unsur penvelenggara pemenntahan dacrabh yang
menumpin pelaksanaan umsan pemermtahan yang
menjadl kewenangan daerah otonorm.

Menteri adalah menteri vang menyvelengparakan
urisan pemennlahan di bidane aeama.

Hari adalah hari kerya.

Setiap rang adalah orang perseorangan dan/atay
baadan bukum.

Basal 2. ..
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Fenyelenggaraan [badah Haj dan Umrah berasaskan:
syariat;

amanah;

keadilan,

kemnaslahatan;

kcmantaatan;

keselamaran,

keamandn;

TR oo oonooow

profesicnalitas:
transparansi, dan

[—
1

akuniabilitas,

| I—

Prasal 3

Penvelengegaraan lbadah Haji dan Umrah bertujuan:

a.  memberikan prembinaan, pelayana, dan
pelimdunpan bagt Jemash Hap dan Wlemaah Umrah
gehingps  dapat  menunaikan  1badahnya sesuail
dengan ketenruan syariat; dan

. mewtljudkan kemandirian dan kKerahanan dalam

Penyelengpuraan Ibadah Hajl dan Umrah,

EAE I
JEMAAH HAL

EBapian Keaatu
Umurn

Pazal 4

{1] SBeligp wanga nexuary Indoenesia vang beragama [slam
dapat mendaftar scbagar Jocmooh Hap  dengan
membayar setoran awal dan menyverahkan salinan
dokumen kependudukan yvang sah.

[2] Warea . ..
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Warpa negara  [ndonesia vang  sudah  terdaftar
sehmgaimans climabesad pads AyAl (1}
diberangkatkan sctelah memenuhi persyaratan.
Ketenluan  mengensd @la cara pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diatur dengsan
Feraniran Manrerd.

Faszal 5

Persyaralan sebagairmans Jdimasksud dalam Pasal 4
avat | 2| meliputn
a. Dberusia paling rendah 1% [delapan belas) tahun
alall suldah menikah;
memenuhl persyaratan kesehatan;

r

melunasi Bipikh, dan

d.  belum pernabh menunaikan Thadah Haji atau
sudah pemah menunalkan lbadah Hap pahng
sinpkat 10 {zepuluby tahun sejak menunailat
Ibadah Haji vang lerakbir

Peravaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hural o dikecuahiban bag:

a.  petugas penyvelengpgara [badah Hajl reguler;

I, permtambing KBIHU, dan

. pelugas PIHK.

Ectentuan Ilekih  lamut  meneensy persyaratan

kesehatan scbagoimana dimaksud pada avat (1)

hurul b disngr clenpan peraturan menterl vang

mecnyclengearakan wrusan pemerintahan o bidang

keschatan,

Perntyran menteri sebagaimana diunaksud pada ayat

[3) ditelapkan setelah beckoordinasi dengan Menter,

Bapian Kedua . . .
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Baglan kedua

Hak dan Kewajiban Jemaah Haijl

Fazal &

(1] Jemaah Haji berhak:

.

b

| N—

mendapatikan bukn setoran dac BPE Ripih dan
nomar porsl dan Menten,

mendapatkan bimbingan manasik haji dan
maten lainnya < tanah air, dalam penalanan,
dan di Arab Saudi,

rmendapatian pelavanan akomodasi, KoOnsumsi,
dan ke=zchatan;

mendapatkan pelayanan transportasi;
mendapatkan pelindungan sebapgal Jermash Han
Indonesia;

mendapatkan  identitas  haji dan  dekuamen
lainnys yang diperlukan uniuk pelalisanaan
Ibadah Hajn:

rmendapatkan  asurans  jiwa  sesuan dengan
PTINELIR wyanal;

mendapatkan pelavanan kbusus bagl Jemaah
Haji penyandang disabililas;

mendapatkan informas pelaksanazn Thadah
Haiji;

metnilib PUIK untuk Jemaah Fleji Khusus; dan
mclimpahkan nomor porsi kcpada suam, 1510,
avah, by, anak kandunpg, atau saudara
kandung yang dianjuk danfatao disepakati
secara  tertulis oleh keluarga dengao alasan
mcningeal dunia atau sakit permansn renurue
keterangan keschatan -femaah Haj,

(2} Pelimmpahan porst sebapgaimenas dirmaksud pada ayat
(1} hurul k berlaku hanye wunluk 1 (satw) kali
pelimpahan.

{3] Ketentuan .. .
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[34} Ketentuan mengenan ata cara  pelimpahan  pors
sebagaimana dimakaud pada ayvat (1) huaraf kB dan
ayut (2] diatur dengan Peraturan Menten.

Pasal 7

Joemash Hajn berkewanban:

a. mendaftarkan dinn ke kantor Kementerign Agema di
kabupalen/ kola el Jemaah Hap Beeuler;

b. mendaftarkan dinn ke PIHK pilihan jemaah yang
terbubang  denpan Siskobat  bagl Jemaah 1lags
Khusus:

c.  membavar Bipih yvang disetorkan ke BPS Bipih,
tmelaparkan divi ke kantar Kementerian Agaoma di
kabupaten/kotd bapi Jemash Hap Khosus melalu
PIHK: dan

. mnermnenahl persyATdiET dan o mematihi keleninan

dalam Penyclenggaraan Ibadah Hajl

Ragian Keriga

Kuota Jemash Han

Pasu]l B

{1} Jemaah Han diberangkatkan berdasarkan kuota hap
Indonesia.

(2] Kueda hap Indonesia sebopaimana difnaksod pade
avat (1) ditctapkan olch Menter.

[3) Kucta haji Indonesia sebapaimane dimaksud pada
ayat (2] rerdirs ates Kuota:
a2, hajl reguler; dan
B, haj Ehusus

4} Kuota haj reguler scbapaimana dirmnaksud pada avat
(2] huruf a teredir aas kuna:
a. Jcmaah Hap; dan
b. petugaz haji.

(3] Kuota . . .
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Euota haji khusus sebapaimana dimaksud pada ayal
{3) huraf b terdiri atas kuota:

a, Jemaah Haji Khusus; dean

k. petugas haji khusus,

Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat
{2] dilakukan denpan prinsip ransparan dan
proporsional.

Pacal 9

Dalarm  hal  terdapat penambahan  kuota  haj
Mmdonesia setelabh Menteri menerapkan kuota hays
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oayal (2),
hMenteri menetapkan kuota haji tambahan.
Eotentuan mengenal pengisan kuets bapi tambahan
diatur dengan Peraturan Menter,

EBAE [l

PENYELENGGARAANM [BADAH HAJI REGULER

{1]

{2]

{:)

Bagian Keosatu
Umutn

Pasal 104

Penyelengzaraan [badah Hap Reguler menjadi
tanggung jawab Pemernintah.

Tanggung jawab Pemerintah schagaimana dimaksued
pacla ayar {1) dilaksanakan oleh Menteri
Pelaksamaan PATLR LTS jawalh schapaimana
dimaksud pada avat (2) dilalkukan melalul saolan
kerya yang bersifa tetap dan terstruktur i tngkat
daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudl.

Bagian Eedus o o



SK No 004261 A

PEESIDEM
REFPLUBLIK INDOMESIA

11 -

Bagian Kedus
Perencanaan

Paragral |
Umum

Pasal 11

Perencanaan [badah Hajl Reguler meliputi:

H,
b.

-
i

(1}

(2)

i1

I<]

penetapan dan pengisian Kuota,

penctapan BPIH,

peovediaan akomodasi, konsumsi, transporeasi, dan
kezehatan,

pelayvanan dokumen perjalanan lbadah Hap dan
viga; dan

penetapan PRIH.

Paragral 2
Fenetapan dan Pengisian Kuola

Pagal 12

Mentenn menctapkan kuota ha)l Indonesia dan kuota
hap prenninsi Jetmaaky Hayi Keguler.

Prnctapan kuota sehagmmnang Jmneksud pada ayat
1] dilalkukan dengan prinsip transparan dan
proporsional.

Pasal 1.3

Menteri membapl kuota hajl reguler sebagaimana
Jirngksud dalam Pasal 8 avat (3] humal a menjzad
kEuota hajl provnma.

Pembagian kuota  hap reguler sebapaimana
dirmeksud pada avat 1] didazartkan  pada
pertimbmngan:

4. pPEoOporsh . .
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A. propota jumlah penduduk muslim
ANATProvinst; d#lau

. proporsi jumlah daftar tunpgu Jdemaash Hayg
AMNLATPrOvIIISI.

Gubernur dapat membagl dan menetapkan kuata

haji proving sebagaimana dimaksud pada avat (1) ke

dalam kuola haji kabiupaten/kiia didasarkan pada

pertimbangan:

AL PTrs jumlah pendudule muslim
kabwipaten/kaid; alau

L. proporsi jumlzh daftar tunggu femaah Hap o
seligp kabupaten flota,

Fembaglan dan prnelapsn kuola haji

kahupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayal

(3 cilakukan paling lama 14 {empat belas| Harm

zetelah penetapan kuota hap [ndonesia.

Ketennuan iebih lanjut mengenal penetapan kuota

schapaimana dimaksud pada ayvat (1) zampai dengan

avat (4} diatur dengan Peraturan Menter,

Pasal 14

Dalam  menetapkan  kuota  hap  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 avar (1],
Menteri member priortas kuora kepada Jemaah
Hmi lanur usia yang berusia paling rendah &3
jenam  pulub lima) tahun dengan persentasc
tertenti.

Ketentuan mengenal pembenan  prioptas kbots
Kepada Jemaah Hajl lanut usia schapaimans
dimaksud pada avat (1| diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal 13, ..
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Fagal 12

Dralam hal kuota haji reguler tidak terpenuhy pada
hari penUtupan penglslan kuaota haj
kabupaten/kota, Mentenn dapal memperpanang
masa pcneisian sisa kucta sclama 30 [uga pualuh)

Har untulk:

a. Jcmaah Hap rterpisah denpan mahramm alan
keluarpa:

b, WJermaab 1Taji peovandang  disabilitas  dan
pendampingnyy;

c.  WJernaah Haji lunas tunda;

¢, pendamping Jemagh Hap langul usia; dan

e. Jemazh Han pada urutan benkutnys;
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian siza
kuotla haji kabupalenfkals sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) diatur dengan Peraturan Menter.

Puasal 16

Mentery menetapkan masa pelunaszan dana setoran

pelunasan untuk penpisian kuota haji reguler,

Dalam hal pengisian kuota hayp reguler pada masa

pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayval (1)

belum  fecpenuhi, Menteri memperpanjang masa

pochngisian siza kuota paling lama 30 [tiga puluh] Han

untulk:

a, Jemash Haji  yang  saat pelunasan tahap
schelumnya mengalami kegagalan sislerm;

b.  pendamping Jemash Hap langul vsaa;

¢, Jemaah Hajl terpisah dengan mahram atau
keluarga;

d.  Jemash Haji penvandeng  <isabilitas dan
pendampingnya: dan

e, Jemaal Hajt pada urutan bernikutnyva,

[3) Ketenroan ..
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Ketentilan lelyib lanjut mengenal pengisian kuota
haji reguler sebagaimana dimaksud pada avar (1]
diatur dengan Peraturan Menter.

Paragraf 3

Warga Negara Indonesia dengan Visa Haji of Luar Kuara Haji Indonesia

SK No 0264 A

{1]

{2]

(1]

[}

Pasal 17

Visa han di lusar kumta hap Indonesia dilatang
dipunakan olch Jemaah Hajl

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dikecualikan bowl waregn oegara Toedonesia vang
mendapitkan undangan visa hajl mujamalah dari
pemerintah Kerajaan Arab  Saudi untuk

melaksanakan Tbadah Hap.

Pasal 17

Yisa hap Indonesia werdin daras;

a. viza haji kuota Indonesia; dan

b, visa haji mujamalab undangan  pemerintah
Kerajaan Arah Saudi,

Warpa negara  Indonezia vang mendapatkan

undangen visa haji mujamalah dan pemerintah

Kergjann Arab Sauwd sebagmimang dimaksod pada

avat [1} wajib berangkat melalu PIHE,

PIHK  yang memberanpghkatkan  warga nhegara

Indonesia yang mendapatkan undangan wisa haj

mujamalah darn pemennlab Kerajaan drab Sands

wajib melaper kepada Mentern,

Pagal 19 . .
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PIHK 3ang tidak melaporkan keberangkalan wacpa
negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa
haji mujamalah dari pemerintah Kerajsan  Arab
Baudl zebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 awvar
{3] dikenai sanksi admirnistracil.

Sanksi administralil sebhagaimana dimaksud pada
ayat {1] meliputi:

a.  leguran lissan;

b teguran tertuhs;

¢.  penghentian sementara keglatan; dan/atau

d. pencabutan izin,

Ketentuan lebh  lamjut  mengenml  rtata cara
pengensan sanksi adomicdstratil | zebagaimana
dimaksud pada ayat [2] dwlur dengan Peraturan
blentert.

Posal 200

Menter melakukan pengawasan terhadap PIHK yane
memberangkatkan warge nepara Indonesia yang
mendapatkan  undangan wisa  haji mvemalab  dari
pemerintah Kerpjaan Arab Saudi.

(1}

[2)

Bagian ketipa

Penuarganisasian

Parapraf 1
Umuam

Pasal 21

Pemerintah bertanggung Jawak atas
penyelengparaan 1badal Haj.

Tangeuny jawaly Pemerintah sebagaimana dimalksaed
pada avat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

(2} Penyelenggaraan . . .



K No 4266 A

(3

(4

i1}

i2)

(3]

{4

PRESIOEM
REFUBLIK INDSMNESIA

- 16 -

Penveclengparaan [badah Hap oleh Menfer dilaloukac
melalui saruan karja dan FPIH.

Salusn kera sebapaimana dimaksud pada avat (3)
meliputl sarwan kerja 41 timgkat daerah, < tingkat
puisat, dan d Arab Saudi

Haragral 2
PFIH

Pasal 22

PPIH sebapaimana dimaksud dalacm Pasal 21 ayat [3)

dibentuk olch Menten,

PPI szehapaimana dimaksud pada ayat [1] terdin

Aty

a. PPIH pusat;

L, PPIH Arah Saadi,

<. PFIH embarkasi; dan

d. PPIH Klaoter.

PPIH zebagaimana dirmaksud pada ayat [2) terdinl

AlAs UMEur:

a. kementerianlembaga terkait; dan

b,  masyaralgar.

FPIH Rloter sebapaimana dimaksid pada avat [2)

hurat d terdiri atas:

a. ketua kloter,

. pembimbing Iadab Hag, dan

. tenaga kesehatan haj.

Calan PPIH harus memenuhi syarat:

a. berugama Islam;

b. memiliki kemampuan dan  pengetahuan
bidang penyelenggaraan lbadah Hajl;

c.  memilik dokumen vang aah;

d. FFIH ...
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el. PPIH wvang bertugas membenkan bimbingan
Ibadah Haji harus sudah melaksenakan Ibadah
Haji, dan

e, lulus  seleks dan/atau penunjukan  scsual
kebutuhan,

Biaya operasional PPIH scbagaimana dimaksod pada

Aaval {2] dilebmnkan pada anggaran pendapatan dan

belanja negara sesudl dengan kemampilan Kevangan

D REara.

Pasal 23

Crubernur atau bupati fwall kota dapat menglisalkan

calon petugas hap daerah kepada Menter.

Calon petugas  hapl  daerah yang  didsulkan

sebagaimana dimaksud pada avat [1} diseleksi oleh

Menter,

Calon petugas: hoayp  dacrah  harus  memenuba

persyaratan:

a. beragama Islam;

k. memiliki kcmampuan dan  peneclahuan
bidang penyelenggaraan lbadal Hajs,

¢, memiliki dokumen yvang sahs dan

d.  lulus seieks].

Pergas haji daesrah vang lulos scleksl sebagaimana

dimaksud pacda ayar (2] diangkat oleh Menten,

Pasal 24

Kuota petugas haji daersh mengpunakan kuota hap

Tdohe s,

[1]

Pasal 25

Petugas haji daerah sebopaimana dimaksud dalam
Pa=zal 23 avat [4} terdin aras:
a. petugas pelayvanan umum;

k. petugas . . .
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b petupas pembimbing Thadah Flaji vang berasal
dari KBIHU dan ocreganisasi kemasyarakatan
Izlarm: dan

C.  petugas pelavanan kesehatan,

{2} Petupas Haji dacrah scbagaimana dimaksud pada
avat (1) berlugas memnbantu petugas Kloter dalam
pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umam, dan
prlavaran Kesehatan di Kloter.

(3] Biaya operasional pelugss bagi daerah sebagaimana
dimeksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai PFIH dan petugas haj
daerah sebagaimanys dimaksud dalam Pasal 22 sampai
dengan Pazal 23 diatur dengan Peraturan Menreri.

Paragraf 3
Fengawas

Pasal 27

(1] Pengawas Penvelenggaraan Ibadah Hajl terdin atas:
a.  pengawas Internal; dan
I penpawas eksternal

12]  Pengawas internal sebagaimana dimaksued pada ayat
(1} huruf a dilakukan oleb aparat pengawas mnternal
pernerintah,

i3] Pepgawas eksternal sebapaimana dimaksud  pada
ayat (1] hurul b dilskokan oleh DFE Rl Dewan
Parwakilan  Daerah, dan Badan Pemeriksa
Kewangat.

(4} Dewan ...



K No 269 A

[

(1]

[2)

{3

i1
i)

PREFIDEM
REFPLIELIK INDOMNESIA

19 -

Dewdn Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud
pada  avat (3} menvampaikan  laporan  hasi
penpawasan Penyelenpgaraan lbadabh Hazpo kepada
DR Rl

Biaya pengawss schagmmana pade  avat  {1]
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
nepara  sesudi dengan kemampuan  keuangan
nepara.

Fasal 28
Komposisi kuota ponpgawas internal dan eksternal
schapaimana ditnaksud dalam Pasal 27 ayat (1)
paling banyak 4% [cmpal persen) deri jumlah kuecta
pelugas.
Kompasisi kuota pengawas internal dan chksternal
sebagaimana dimaksud pada ayatl (1] dibagi menjadi
penegdwas  nlernal sebanyak 43 [empat puluh
persen) dan  pengewas  eksiernal scbhanyak 60%
{ernam puluh persen) dan jumlah kuota pengawas.
Kompasisi kunta pengawas chsternal sebagaimana
dimaksud pada ayal [2) diatur dan ditetapkan dalam
rapat pembahasan BPIH antara [OPR Rl dan
Femerintah.

Paragrul 4
Mizr EHlay Indoncsia

Masal 29
Presiden menetaplkan Menter sebapa amirulhaj.
Amirulhaj sehapsimana dimaksud pada ayat (1)
bartugas memimpin  misi Hajl  Indonesia dan
rmelaksanakan tugas diplomesi hayi di Arab Saudi

selama musim haj.

(3] Dalam .. .
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Dalam mclaksanakan wagas sebagaimana dimaksud

pacla ayar {2, amiralhaj dibanea oleh 12 (dua belas)

angpula vang lerdim alas:

a. i fenam) orang berasal dari unsur Pemerintah,
idar

D. & ftenam) orang berasal dar unsae organisasi
kemasyarakatan lslam.

Keanepolaan sehagsimana dimaksod pada avat (3)

ditetapkan olch Menten,

Bagian Keempal
Pelakzanaan

Haragrafl 1
FPendaltaran

Pasal 3}

Pendaftaran Jemaah Haji  Reguler  dilakukan
sepanjang tahun seliap Hard sesuai dengan prosedur
dan persyaratan vang ditelapkan oleh Menteri.
Pendaftaran sebapaimana dimaksud pada ayat [1}
dilakukan di kuanlor Kementerian  Apama  di
kabupaten fkota domusili Jemaah Hap.

Pendaltaran sebagaimana dimaksud pada ayat (L)
dilakukan berdasarkan ponsip pelayanan  sesual
clenpgan notmor urut pendaftaran.

Nomer unil pendaftaran sebagamana dimaksad
pada avat {3] digunakan sebagal dasar pelayanan
pemberangkatan Jemaah Ha.

Pembwerangkatan Jemaah Hajl berdasarkan nomaor
wrut pendalturan sebapaimana dimaksud pada ayat
{4 dikecualikan bagi Jemaah Hajl lanjut usia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141,

(f¥] holwontuan . .o
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Ketentuan ichih lanpul mengenszn pemberangkatan
Jemaah Haji berdasarkan nomor urut pendallaran
sehagaimana dimaksud pada  ayat 4] dan
pengecuahan pemberangkatan bapl Jemaah Hajl
lanjur wsia sebagaimana dimaksud pada awat (3]
diatur dengan Peraturan Menten.

Paragral 2

Dokumen Perjalanan [badah Hap

Pagal 31

Menteri bertanggunpg jawab  terhadap  pelayanan
dokumen perjalanan Ibadah Hayji.

Dalam melaksanakan pelayanan dokumen
perjalanan  lbadah  Hap, Menlen berkoordinasi
dengan msiana terleat.

Parapgraf 3

Pembinaan

Pazal 32

Menten berlangeung jawab memberikan pembinaan
lbadah Haji kepada Jemaah Hap.

Menteri bertangerung  jawab  tcrhadap pembinsan
kesehalan  Jemuaah  Hgji sebelum, sclama, dan
setelalh mclaksanakan [badah Hajt.

Pembinaan keschatan Jemaah Hap scbagaimana
dimeksud  peda  avat  [2) dilaksanakan oleh
kementerian yang  menyelenppacakan  urusan
pemerintahan  di  bidang keschalenn i bawah
kourdinas Menteri.

(4] Permntinaesn ...
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Fembinaan sebagainana dimaksud pada ayat (1]
sampal  denean aydal  (3) dilsksanakan  secara
terencana, terstraktur, terokur, dan terpacdy sesuai
dengan standardizasi pembinaan.

Standardisas] pembinaan sebagairana dimaksud
pada ayat (4] meliputi:

. standar manasik lbadah Hayi, dan

b. standar keschatan-

Kerentuan  lebmh  lanjut wmengenal  pelaksanaan
pembinaan sebagpimana dimaksod pada avat (1)
sampat dengan ayat (9 diatur dengan Peraburan
Menter.

Pa=al 33

Dalam menyelenggarakan bimbinpan dan
prmbinaan mandsik hajl resuler, Menteri dapat
melibatkan KBIHLF.

Ketenruan mengenal pelibatan KBIHU  dalam
penvelengparssn bimbingan dan pembinaan
manasik hap reguler schagaimana dimaksul pada
arat [ L] diatur dengan Peraturan Menter.

Faragral 4
Palayanan Kesehatat

Pasal 34

Menteri berlanggung  jawal terhadap pelayanan
kesehatan  Jemaah  Haji sebelum, selama, dan
seteloh melaksanakan Ihadah Haji

Pelayanan kesehatan Jemaah Hajl  sebagaimans
dimaksd  pada  ayat (1] dilaksanakan  oleh
kemnonterian  yang menyelenggarallan urasan
pemerintahan di bidang  keschalan di bawah
koordines Menrter,

(3] Dalam . ..
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Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilaksanakan
berdasarkan standardisasi orgamsaszi  kezehatan
dunia yang sesual dengan prinsp syarar,

Ketentuan lebth  lanput  mengenzy pelaksanzan
pelavanen  Keseharan  dietur  dengan Peraturan

Menteri.

Paragral o
Prlayanan Transportasi

Pasal 32

Menteri bertanggung jawab mcmberikan pelayanan
transporlasi kepada  Jemaabh Haji zelama
prnyelengearaan [badah Hajl

Pelavanan  transportasl  kepada  Jemaah  Hap
sehagaimana  dimaksud pada ayat (1) melipud
transportast  dan embarkzst pemberaogkaran
menuju Arab Saudi, selama di Arab Saudi, dan
pemulangan ke rempat embarkasi asal di Indonesia.
Menceri mengoordinasikan pelaksanaan fugas dar
embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan
pemllangan ke tempat embarkasi azal di Indonesia
sebagaimana  dimaksud pads ayat  [2)  dengan
triefiters Varg menvelengparakan LUTLISATL
pemenntahan di Bidang perhubuangan.

Pazal A

Transportasi Jemaah Hajl dan daerah asal ke
embarkas dan/atau dari debarkasi ke daerah asal
menjadl tangpung jawab Pemerinlah Dacrah.

Tanggung jewab Pemenntah Dacrah schagaimana
dimaksudd pacds ayat (1) termasuk akomeodasi dan

peovedidan kensumsi Jernaah Haj

(3 Tanggung jawab . ..
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Taneeung jawab  Pememntah  Daerah  terhadap
Jemaah Hap scbhagaimana dimaksud pada ayat [1)
dlan ayar (2] dibebankan pada anggaran pendapatarn

dan beclama dacrah,

Przal 37

Prlayanan transportas schagaimana dimaksod dalam
Pasal 35 dan Pasal 36 wajib memperhatikan aspek

kearnanan, keselamatan, kenyamanan. dan clisienst serls

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(1]

12]

(1}

(<)

Fasal A8

Penpadaan jasa transportasy Jemaah Hap ke Arab
Saud) dilakukun oleh Metiterd.

Ketentuan meongcnai pengadaan jasa transportasi
Jemaah Tlaj scbhagaimana dimaksud pada ayat [1]
diatur dengnn Peraturan Menteri.

Paragraf &
Pelayanarn Akarmodag

Fazal 35

Menteri wajib menyediakan akomodasi bagl Jemaah
Haji Reguler tanpa memunpgut biaya tambahan dari
Jemaah Haji i luer Bipih yang telah ditetapkan,
Akomodasi  bagt  Jemaah  Hap  Reguoler  haros
e el standar kelayakan dengan
memperhatikan aspck  kesehalan, kReamanan,
kenvamanan, dan kemudahan Jemash Han beserta
barang bawaannya serta memiliki akses yang mudah
ke Masjidil Haram di Makkah Jdan Masjid Mabawi di
Madinah.

(2] Penyediaan ...
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Penvedisan — akomodasi bagy Jemaah Haji
vebmapaimany dJdirmakstd  pada ayat (2) dapat
dilakukan menggunakan mekanisme tahun jamak
dergan memperhatikan  hasil evaluase penyedizan
alkomodasi tahun sehelumnya,

Ketenruan lebih  lanjut mengenal  penyedizaan
akomodas] sebagaimans dirmaksad pada ayarc (2] dan
ayar |3) diatur dengan Peraturan Menter,

Faragral 7
Fenyediaan Konsumsi

Posal 40]

benceri bertanggung jawab membpenkan penyediaan
koosumsi keparda Jemaah Hajl dengan memenuhi
standar kceschatan, kebutuhan gua, repar waklitu,
tepat juntlah, dan ctta rasa Indonesia,

Dalam penvediman konsumsi sebagaimana dimaksuad
pada ayat {1], Menter berkoordimasi dengan abb g2
Ketentuan  lelwh lanjut mengenal  penvediaan
konsumsi schagaimana dimaksud pade ayat (1) dan
avat [2} diatur dengan Peraturan Menterl,

Poragral 2
lPclindunpan

Pasal 41

Mcnteri bortanggang jawab riermnberilan
pelindungan kepada Jemaah Hajl dan petugas Dap
sebelim, selama, dan sewelah Jemaah Hap dan
petugas hajl melaksanakan Thadah Haj

Pelindungan kepada Jemaah Hajn dan petugas hap
sehagaimana dimeksud pada avat (1) cerdin atas

pehindungan:

A, WATEA - .
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warga negara Indonesia di lnar negeri,

a
k. hubkum;
C keamanan,; dan

d.  Jiwa, keoclakaan, dan kesshatan.

Dualarm membemkan pelindungan kepada  Jemaah
Haji dan prtagas haji sebagaimana dimaksud pada
ayat (1], Menteri berkoordingsi dengan kementerian

flan lembapa terkait.

Paszl 42

Pelindunpan  jiwa, kecelakaan, dan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 avat (3]
b d dibertkan dalam bentuk asuransi.

Besuran perlanggungan sebapaimana  dimaksud
pada ayar (1) paling sedikit sebesar Bipih.

Masa pertanppungan asurans) dimula sejak Jemash
Haji masuk asrama haji embarckasi etau embarkasi-
antara  untuk pemberangkatan  sarmper keluar
psratna haji debarkasi atou debarkasi-antara untulk
kepulangan.

Ketentuan lemh  lanjut  mengen=n penyedaan
asurtans  kepada  Jemaah Hap  distur dalam
Peraluran Menlen.

Bagian Kelima
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 43

Menter melakukan evaluasi terhadap
Penyelengparaan Thadah Haji

() Menteri. ..
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Mentert menvampaikan laporan hasil evaluasi dan

pertanpgungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayal (1] kepada Preesiden dan DPFE Rl paling lama &0
[enarn puluhy] Har terhitung setelah
Penvelenggaraan Ibadah Haji berakhr.

BAB [V

BIAYA PENYELENGOGARAAN 1BADAH HALI

Bagian Kezatu

Llmucn

Pasal 44

BPIH bersumber dan Bipih, aneesran pendapatan dan

belanga negara, MNilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau

strnler lain vang sah berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 45

BPIH digunakan unbok biaya:

A B -

—_— e

penerbangan;

Pelayanan akomodas;

pelayanan konsums;

pelayanan transportasi;

petayanan di Avatah, Mudzahfah, dan Mina;
polindungan;

pelayanan dy embarkas) atan debarkass,
pelayanan kenmigrasian,

premi asuranst dan pelindungan lainova,
dokumen perjalanan;

blaya hidup;

pembinaan Jemaah Hajpi di tanabh air dan i Arab
Saudi;

m. pelayenan .-
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pelavanan umuen di dalam negeri dan di Arab Saudi;

elan
pengelolaan BPIH,

(2} Biava selain sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanga

negara dan anpgaren pendapatan dan belanja daerah

seaual  denpan  kemampuan kewangan  neeara <dan

ketentuan poraturan perundang-undangan.

Bagian Kedyw

['embahaszan Biaya Penvelengearaan 1badah Haj

i1

i2]

{1]

1<)

Pasal 45
Menteri menvampalkan  usalan  besaran BPIH
kepada DPRE B untuk Keperlaan BPTEL
Usulan BPIH scebagaimana dimalksud pada ayal (1)
dissmpaikan oleh Menteri kepadas DPR R1 paling
lama 30 (liga puluhl Han selelah penyaoopaian
laporan hasil evaluasi penyelengparaan Ibadah Han
tahun =ebelumnya.

Posal 47

Persetujuan DFR RI atas usulan BPIH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 diberikan paling lama 60
{enam puluh] Han sctelah usulan BPIH dan Menten
diterima oleh DPR EL

Dulam hal BRIH labun begalan tidak mendapat
persctujuan dan DFE Rl sebspaimana dimakoeed
pada avat (1), besaran BPIH tahun berjalan sama
dengan besaran BPIH tahun sebelumnva.

Bafan Ketiyg@ga _ . .
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Fenetapan Biava Penyelcnggaraan Ibadah Han

(1)

(<

(-3

Payn] 48

Besaran BPIH ditetapkan olch Presiden paling lama
2 {tiga puluhjp Hari  serelah wsalan BFIH
mendapatkan persetujuan dan DPR R]

Besaran BPIH sebagairmnana dimaksud pada avat 1)
vaneg bersumber dan Bipith, Milan Manlaar, Dana
Efl=iensl, danfatoun  sumber lmn  vang  sah
berdasarkan kerentpan  peraturan perundang-
undangan ditctapkan oleh Presiden stas asul
Menterl sctclah mendapat persctujuan dan DPRE RL
Besaran BPIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yvang bersumber dan angearan pendapatan  dan
belanja negara ditctapkan scsual dengan mekanisme
kelentuan peraliran perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembmyuran dan Pengembalian Seroran Jemaah Hayl

{1

i)

{2

{4]

Pasal 44

Fermnbavaran setoran Jemasah Haji melipot:

a. dana setoran awal Bipih; dan

bE. dana seroran pelunasan Bipih,

Pembwavaran  seran  Jemaah Haji sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) disetorkan ke rekening
Badan Pengelolaan Kcuangan Hap d BPS Bipnh.
Begaran pembayaran dana setoran awal EBapih
sebagaimana  dimaksud pada avat (1) huraf a
ditetapkan olch Menten.

Dana setoran  pelunasan  Bipth sebapmmana
dimaksuard pada avat [1} huruf b dilakukan sctelah
besaran Bipih ditelapkan oleh Presiden.

Fasal 50 . ..
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Fasal 530

Bipih yanpg telah disctorkan melalln BRS Bipah

dikembalikan bersama Milai Manfaat jika;

d, porsinya tidak dimanfaatkan oleh ahli wans
bagi Jemaah Hapn wyang menmgeal dunia
sebelum beranpgkat menunaikan lbadah Haji,

b. Jemash Hajg membatalkan keberanekatanoys
fdengan alasan vang =ah; atau

. Jemash Hap dibatalkan keberangkatannya
dengan alasan yany sah.

Pengembalian Bipith sebagaimana dimaksud pada

avat {l1] diberikan kepada Jemsaab Hajl, orang yang

diberi ¥uasa, atau abh warnsnya

Jemaah Hap vang  dibatalkan  keberangkatannya

schagaimana dimakaud pada avat {1} huruf ¢, hars

mendapatkan pomberitahuan sccara tertulis dan

Mentam.

Fengembalian Bipih sehagaimana dimmsksud  pada

avat (1) dibemkan pahng lama 30 {tiga puluhj Han

terhitung  sejabk Jemaab Haji meninggzal  dania,
membatalkan kcberangkatannya, atew dibatalkan
keberangkatannva.

Bapian Kelima
Pelaproran

Pasal 51

Menteri mciyampalkan laporan
periameglngiawaban kevangan  penyclenggaraan
Ibadah Haji kepada Presiden dan DPR Rl paling lama
£ fenarm pulul) Harn terhitung sejpk selesaimya
penyvelenwgaraan Thadah 1aji.

{2] Dalam . _ .
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Dalam hal terdapat Dana Ehbsiensi dalam laporan
keuangan penyelenggaraan fbadah Haji sebagaimana

dimaksil pada ayar (1), Dana Ehsiensi ditempatkan
pada kas haj.

kerentuan l=biby lanjut tengenai laporan
perlangeingEeaban keliangan sehagaimata

dimaksud pada avat (1} diatur dengan Peraturan
BMenter.

BAB V

KELOMFOK BIMDBINGAN [BADAN HAL DAM UREALI

{i]

(2]

(3]

(4]

[1}

(]

Pazal 52

KBIHLF  wajlbh memiliki 1z2in penvelengesrodn
bimbingan dan pendampingan [badah Hap dan
Merniteri.

Izin sehagaimana dimaksod pads aval (1 diberikan
sctelah KBIHU memenuhi persvaratan,

Izin sebapaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selEmA KEIHL] menjalankAan kegiatan
penyelenggaraan bimbingan dan  pendampingan
Jemaah Haji dan.Jemaah Umrah.

Menten melakukan evaluas terhadap KBIHL secara
berkala.

Mosal 53

KBIHU melakukan bimbbingan dan pendampingan
Ibadah Haji sespai dengan standardisasi bimbingan
tdan pendampingan.

KEIHU hanya — melakukan bimbingan  dan
pendampingan kepada  Jemash  Han  yang
memerlukan jgaa KBIHLL

Pasal 54 . .
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(1) Menten melaksanakan akreditas KBRIHLL

(2} Akreditasi =ebapaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan  antuk  menilag Kinerja dan Kualitas
polavanan KBLHLU,

(3}  Akreditasi sebagaimana dimalkaud pada avyat (1)
dilaksanakan sctiap 3 [tiga) tahun,

(4}  Menteri menetapkan standar akreditasi KEBIHL.

(9} Menten memublikasiken hazil abkreditass KBIHU
schagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
masyarakat sccara clektronik dan/atau
nonelekironik.

Pasal 55

Ketentuan lekih lamjul mCOEEn Al persyaratan
mempeoralelr win KBIHU,  cvaluasi,  standardisasi
Limbingan <an pendampingan, serta akeeditasi KBEIHU
digtur dengan Peraturan Menlen.,

Przal 56

(1) KBIHU berhak mendapatksan kuora pembambing dar
Menceri.

(2] Urnmnk mendapatkan koara pembimbing dari Menteri
sebagamana dimaksid pada avar (1), KBTHU hanis
memenuhi persyaratan:

4. memiliki pembimbing vang telah lulus seleksi
dan memenuhi standar pembimbing; dan

b. memperoleh Jemaah Hagl paling secdhkne 125
{seratus Diga pulch limal orang untuk 1 (satu}
orang pemtambang.

i3] Dalam . . .
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Cralam hal KBTHU hdak mempecsleh Jemaah Haj
paling sedikit 135 {seratus riga pulubh hma) crang
sebagaimana dimaksud pada avar (2] huruf b,
KEBIHU dapar bergabung dengan KBIHU Jain untuk
mendapatkan kuota 1 (satu} pecmbimbine,

KBI [U bertanggung jawab atas biava birmbingan dan
pendampingan untuk pembimbing.

ketenruan lebih lanjut mengenal kueta pembimbing,
el tlan standar pemtarmting, serta
penpgabungan KBEIHLD diatur dengen Peralucan
Menteri.

BAB VI

PENYELENGOGARAAN THBADAH HAJL KHUOSUS

Ezpian Kcsatu
LTmum

Fasal 57

Penyelengparaan lbadah Haji Khusus dilaksanakan oleh
FlHL.

Bafman Kedoa

Pcrsvardtan

Pasal 58

Untuk meondapatkan 1zin menjadi PEHK, badan hukum
harus memenuhi persyaratan:

A

b

dirmiliki dan dikelola cleh warga negara Indoncsia
vanp beragarmg [slam;
terdaftar scbagan PRIV yang terakrodilas,

. memdliki . ..
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e memiliki kemampuan teknis, kompetonsi personalis.
dan kemampuan finansial unfak menyelenggarakan
[badah Haj kbhusus yang dibuklikan  dengan
Jjaminan hank; dan

d. memiliki komilmen untuk meningkatkan loalitas
FPenyelenggaraan [badah Hap Khusus.

Fazal 59

(1] Pelaksanaan lIbadah Hajy khusus dilakukan oleh
PIHE setelah mendapat i2im dao Menteri

(2] lzin sebagaunana dimaksud pada ayat (1) herlakuy
selama PIHK menjalankan  kegiatan usaha
Penyvelenpgaraan Thadab Hap Khusas,

Puasal e

FPomnbukaan kantor cabang PIHK haras  dilaporkan
kepada  Menteri melalul kementenian Agama b
kabupaten/kola setempat.

Pazal 61

Kctentuan lebih lanjut mengenan persyaratan PIHK, 1zin
FPIHK, dan pembukaan kontor cabang PIHK schagameana
dimaksud dalam Pazal 58 sampar dengan Pasal 60 diatur
dengan Peraturan Menter,

Bagian Keliga

Hak dan Kewajiban Penyelengeara Ibadah Hag Khusus

Pasal B2

PIHK berhak mendapatkan:

a. pembinaan darn Menter,

. imformasi tentang kebijakan Ponyvelenggaraan [badah
Hajl Khusus:

c. wnforma= . . -
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informasi tentang data Jemaah Hap Khusus parlda

tahun berjalan di senap FIHE;

ilentitas Jermaah Haji dan asuransi;

pencrimaan saldoe setorsn Bipih Khusus dari Badan
Perpelela Kevangan Hapl sesual dengan Jumlab
Jemaah Hap Khusus yang telah melunasi Bipih
Khusus dan yang akan berangkar pada tahun
Lerjalan;

informas rentang hasil penpgawasan dan akreditast;
dan

kata untuk penanggung  jawab PIHK, pelugas
kesehatan, dan pembimbing 1badah Haji khusus.

Pasal 63

PIHEK wajity

a.  memfazilitisi pengurusan dokumen perjalanan
Itadah Haji khusus,

b. memberikan bimbingan dan pembinaan Ibadah
Haji khusus;

. memberikan pelayanan keschatan, fransporlas,
akomndasi, kansumsi, dan pelindungan,

d.  memberangkatkan, melayani, dan
memulanglkan Jemaah Hajt Rhusus  sesoa;
dengan perjanian;

e,  memberangkatkan penanggung jawab PIHK,
petigas kesebaran, dan pembimbing lbadah
Hajp  khusus  sesual denpan Hetentuan
pelavanan hagl khusus,

[, memfasihtazi perndaban calon Jemasnh Hap
Khusus kepada PIHK lain atas permohenan
Jcmaah; dan

g- melaporkan  pelaksanasn Penvelenggaraan
Ibkadah Hajiy Khusus kepada Menten.

() PIHE .. .
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FIHE  wang  Gdak melaksanakoan keswajiban

sebagaimana dimaksud pada ayab (1) dikenal sanksi
adminiscracif berupa:

a.  teguran tertulis;

b, pembekuan izing atan

©. pencabhutan in-

Kerentuan  Ickih lanut mengonal  tata cara
petigenaan dan pelaksanaan sankst admuinistratif
schapaimana vang dimaksud pada ayat (2} dhatar
tdengan Peraturan Menterl

Bagian Kecmpat
Kuola Haji Khusus

Pasal 64

Menteri menetapkan kuota haji khusus

Kuota haj khusus ditetapkan sehesat 8% delapan
persen] dari kucta haj [ndonesia.

Kuara haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] terdimn alas kuota:

a. Jemaah Haj1 Khusus; dan

b pelagas hap khosas,

Penpgisian kucta hap khusus dilakukan berdasarkan
urutan pendaftaran secara nasional,

Pasal B

Pengisian kuata haji khusus sebagauimana dimalosd
dalam Pazal &4 dilakukan pahng lama 30 [tiga
puluhl Hari setelah penctapan Menter,

Chalarm hal  kuota  hap khusus sebagaimana
ditnaksud pada ayat {1] bodak terpenuhi pada Har
penulupan  pengision koota,  Mentenn dapat
MCMPErPanjane masa penpisian sisa kuota dalam
waktu T jtujuh) Harl untulk:

a. Jemaah ...
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a. Jemaah Hajl yang saat pelunasan 1ahap
sehelymnya mengalami kegagalan sistem,

b, pendamping Jemash Haji Khusus lanjut usia;

c. Jemaah Hajl HKhusus yang terpisah dars
rehrarm atau keluarga,

d. Jemaah Haj Khusus penyandang disabilitas
dan pendampingnya; dan

e, Jemaab Hapi Khosos pada orutan berikuinya.

Dalam hal kuota kaj khusas tidak terpenain selama

7 (tujuh) Hari sebapamana dimaksud pada ayal [2),

pengisian gisa Hunta akhir herdasarkan nomor urue

berikutnya  berbasis PFIHK  serta berdasarkan

kesiapatt jernaeh dan setiap FIHK paling lama 7

[tujuh} Harl,

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kaota
haji khusus scbagaimana diatur dalam Pasal £4 dan
pengisian sisa kuota  hapi khusus  scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal &> diatur dengan Peraturan
Menteri.

Fasal oF

PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Hajp Khosos
yang terdaflar dan yang telah melaporkan kepada
Menter.

PIHK wajibr memberangkatkan Jemash Hap Khusus
paling sedikit 45 (empat puluh lima) Jemaah.

[Yalam hal PIHK memperaleh kurang dari 453 (empat
pulub lima] jemash, PIHK wajib menggabungkan
jetnaahnyva dengan PIHK lzan,

4] Penpgabungan . ..
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Fengeabungan Jemash Hajp Khusus sebagsimena
dimaksud pada avat §3) dilakukan atas persctujusn
jemash vang dibuktikan dengan surat persetujuan
dan dilaporkan kepada Menten.

Dalarm hal Jemaah Hajp Khusos tidak menyetupan
pengeabungan jemadh sehapaimana dimeksud pada
avat [4), Jemaabh Hajl Khusus tersebut menjach
dajtar tungpn tahun beriloutinya.

Ketentuan  lebih lanjul mengenai pengpabungan
Jernaah Hajl Khusus schapaimana dimaksud pada
ayat [3] dan ayal [4} diaftur Jdengan Peratuaran
Menteri.

Bapian Kelima

Ewaya Merjalanan Ibadah Haji kKhusus

(1}

(2]

i L]

Fasal 63

Menteri menetapkan sctoran awal Bipih Khusus dart
pelunasan Bipih Khusus unwk Penyelenggaraan
Ibadah Haji Khusus,

Bipih Khusus scbaguimana dimaksud pada ayal (L)
disetorkan oleh Jemaah Haji Khusus ke rekening
Badan Penpelolda Keuanpan Hape di BPS Bipih
Khusus melalui FIHK.

PIHK dapal memungur biaya di atas setaran Bipih
Khusus =zesual dengan pelayansn lambaban dard
srandar pelayanan nuninam.

Slandar pelavanan minimum dalam
Penyelenggaraan Jhadah Haji Khusus dicetapkan
alch Menten.

Pasal £4

Badan Peneeslola Kewangan Hap menyerahkan saldo
getoran Bipih Khusus kepada PIHK.

(2] Baldo . ..
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Saldo getoran Bipikh Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dibayarkan scsuzl dengan jumlah
Jemaah Hajpy Khusus yvang telah melunasi Bipih
khusus dan beranekat pacla tahun hegalan.

Pasal 7l

Bipih Khusus yanpg telah disctorkan melalui BPS
Bipith  Khusus  dikembalikan  sesuai dengan
Peranjian jemash deopean FIHK jika:

a porsinyd tidak dimanisaikan dleh ahll owars
bagi Jemaah Haji khusus yvang meninggal dunia
sehelum berangkat meminaiken Thadah Haji:

b.  Jemaah Haji Khusus membalalkan
keberangkatannya denpan alasan yang sah;
dlanl

c. Jemaah Haj Khusus dibatallkan
keberanghatannya dengan alasan vang sah.

Penpombalian Bipith Khusus sehagaimana dimalksad

pade ayat [1} dibkerikan kepada Jemaah Haji Khusus,

pihak yvany diben kuesa, atay ahll warsnye.

Jomaah Haji Ehusus VANR dibatalkan

keberangkatannyva scbapaimana dimaksud pada ayat

1) huwal ¢, haos mendapatkan pembentabuan

secara teriuls dar Menlen

Penpgembalian Bipih Khusus schagaimana dimalksul

pada avat [1} diberikan paling lama 30 [tiga puluhj

Han terhitung scjak Jemaah Hap Khusils meminggal

dumia,  membatalkan keberangkarannya, alaw

dibatalkan keberangkatannya.

Baglan Kecnam .
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Bagian Kesnam
Fetupas

Pasa] 71

(1) PIHK  wajilb memberangkatkan 1 isalul orang
penanping  jawab PIHK, 1 (saru] orang petugzas
kcschatan, dan 1 [satu) orang pembimbing Thadak
Haji khusus untuk paling scdikit 45 [cmpat puluh
limaj Jemaah Hap Khusus vang diberangkatkan ke
Arab Saudl.

12y Petugas keasehatan dan pembimbing [badah Hap
khusus sebagaimana dimaksad pada aval (13 tdak
dapat dirangkap olch Jemaah Haji Khusus.

Pasal 72
Eetentuan Icbih lanjut mengenal penanpgung  jawab
PIHE, petupgas kesehatan, dan pembimbing Ihadah Hajl

khusus sebagaimang dimaksod dalam Pasal 71 diamr

dengan Peraturan blentcr.

Eaplan Kerujuh
Pendaftaran dan Penandaan

Pasal 73

{11 Pendaltaran Jemaah Hap Khusus dilakukan
sepanjEng ehun sehap Har sesna denpan proseduar
dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menter.

{#] Pendaltaran Hajl khusus dilakukan oleh Jemaah
Haji Khusus melahn PIHK yang terhubung dengan
S TR

(3} TDPendaltaran schagaimana dimelsud pada ayat (1)
dilalkukan berdasarkan prninsip pelayanan sesla
dengan nomor urat pendaftaran.

(4) Momor . ..
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(4} MNomor umt pendaftaran sebagaimana  dimaksud
pada avar (3] dipunakan sebagal dasar pelayanan
pemberanpkalan Jermaash Hajlo Khiosos,

(5] Pemberangkatan Jemaah Hap Khusus berdasarkan
nownor urur pendafraran sebagaimana  dimaksud
pada ayat (4} dikecualikan bap Jemaah Hap Khasus
lamjut wsia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayal (1.

(&) Dalam hal Jemaah Hap Kbusus menunda
keberangkatan dengan alazan vang sah, Jemaah
Han Khusus tersebnll tnemadi jemaah dalftar tanpa.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mcnpenal pendaftaran,
pernberangkatan  Jemaah Hajl Khusus berdasarkan
anmmor urr pendaftaran, pengecualian bagi Jemaah Hajl
Khusus lanjut usia yang dapat diberangkatkan, «an
petundaan  keberangkatan diatur dengan  Poraturan

Menten,

Bapian Kedrlapan
Dokumen Penalanan Ibadah Hap Khustla

Pasal 75

{1] FIHK bertangsung jawabh memlasilitast porgurgsan
dokumen perjalanan lbadah Hap khusus,

{2] Dokumen sebageimnana dimakzud pada avat {1)
melipuli paspor dan visa untuk pelaksanaan Ibadah

Haj.

Bagtan Kesembilan . . .
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Baplan Kesembilan
Pemnbutiaan

Pasal TH

PIHE berlangeung jawab omemberikan pembinasn
Ibadah Haji kepada Jemaah Hap Khusus.
Pembinaan selagaimana dimaksud pada ayat (1)
mehiputi:

a. bimbingan manasik [Baclab Hap;

h. pelayanan kesehatan; dan

c. pelayanan penalanan.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat {2
dilaksanakan secara terencana, terstruktar, tenakur,
dan  terpadu  scsual  dengan standardisasi
permbainaatt.

Srandardisasl pembinaan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat {3] meliputi:

a. srandar manasik Ibadah Haji;

b, standar kesebaran; dan

c. standar perjalansn.

Ketentuan lemh lanjut mengena  standardisasi

pembinaan distue detgat Peraturan Menteri,

Bapgian Kesepuluh
Peclavanan Eesehatan

Pasal 77

PIHK lerlanggung jawab tcrhadap  pelayvanan
keschamn Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan
sampal denean kembali ke tanah aire.

Pelavanan kesehatan schagaimans dimaksud pada
aval (1] dilaksanakan berdasarkan  slandardisazi
organisasi kesehatan dunia yvang scsual dengen
prinsip syarat,

Bagian kKezebelas . . .
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Buwian Kesebelas
FPelavanan Transpaortast

Paosal 75

FIHK hertangpung jawab membenkan pelavanan

transportast  bapl  Jemaah Hap Khusus  cdengan

emperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan

benyamanan-

Transportast scbagaimana dimaksud pada ayat [1)

rrelipare:

a, transportasi udara ke dan dan Arab Saudi; dan

b. transportasl darat atau udara sclama di Arab
Saudi.

Pelayanen wransporiasi dilaksanakan sesuai dengan

standardisas1  pelayvanan  minimal  branspoctas

Ihadah Haji khusas.

Kewentuan mengenal standardisas pelavanan

minimal  transportasi [badah Haji  khusus

sehapaimana dimaksud pada avat (3) distor dengan

Peraturan Menter.

Bapran Kedua Belas

Felavanan Akomodast dan Konsoomes

1

[}

Pagal Fi3

PIHK bertanggung jawab membenkan pelayanan
akomodasi dan konsums: kepada Jemaah Hajt
Khuaus.

Pelayanan akemodast dan konsumsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan sesual dengan
standardizas) pelayanan minimal akomodasi dan
konsums Ibadah Hap khusLis.

[3)] Ketentuan . ..
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Keterdnman mempengl slandardisas) pelayanan
minimal akomodasi dan konsumsi lbadah Hap
khnsus sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diatar
dengan Peraturan Menter.

Bagian Ketiga Belas

Pelindungsan

Pasal 20

Jemaah Hap Khusus mendapatkan pelindungan:

a. warpa negara [ndonesia di luar negeri;

B, hgkevimg;

.  kcamanan, dan

d. jiwa, kerelakaan, dan kesehatan.

FIHK bertanpeung jawab membernkan pehindungan
kepada Jemash Hajl Khusus doan petugas  hap
khusus zebalum, selama, dan setelah femeah Haji
khusus dan peblgas hap khusas melaksanakan
[badah Hayji.

Pemberian pelindungan  sebagaimana  dimaksud
pada ayat [1} hural a, hurut b, dan hurual c,
dilaksanakan oleh PIHK sesual dengan kebijakan
Menreri.

Pasal &1

Pelirilungan  jrva, kecelalaan, dan kKesehatan
schagaimana dimaksud dalam Paszal 80 avat (1]
hural d dibenikan dalam bontuk asurans.

Besaran pertanggungan  aszuranst  sebagaimana
cimakesud pada ayat (1) paling sedikil sebesar Biph
Ehusus,

Masa pertanggungan  asurans dinular scjak
permberangkatan sampai dengan pemulangan.

tagian Keempat Belas . .
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Fagian Keetmpat Belas
Felaporan
Fasal B2
FIHK melaporkan Pelaksanasn operasional

Pervelenggaraan Ibadah Haji Khusns  kepada
Menter.
Laporan sebagmmana dimaksud pada zyat (1)

tryelipats:
a.  pakel proepram Penvelengearaan Ibadah Hap
Khusas:

b.  Jadwal keherangkatan dan Repulangan Jermash
Haji Khusus;

¢. daftar nama Jemaah Hanp Khusus dan petugas
PIHK:

d. daftar Jemaah Hap Khusus  rang  batal
beranphat; dan

¢, Jemash Hap vane menggunakan visa hagp
mujamalah undangan  pomerintah Kermjaan
Araly Baudi.

Bagian Kelitna Belas
Pengawasan dan Evaluasi

[*asal 83

Menteri melakukan  pengawasan  dan evaluasi
tcrhadap PIHE paling lama o0 jcnam puluh) Hen
tcrhitung scjak sclosaunya Peonvelenggaraan [hadah
Flagi Khusus.

Hasil  pengawasan  dan evaluasi sebagaimana
dimaksaud pada avat (1] dilaeporkan kepads DPR KL

Pasal 84 _
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Pagal #41

Ketentuan mengénai lata cara peogawasan dan evaluasi
oleh Meonten sehagmimana dimaksud dalam Pasal 33 avatl
1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bapian Kecnam Belas
Akreditasi

Pazal &5

1] Wlenteri melaksanakan akreditasi PIHK.

(2] Akreditasi schapaimanad dimaksuwd  pada ayarc [1)
dilakukan untuk menilar lanerna dan kualitas
pelavanan PIHE.

{3) Akreditasi sebapgoaimana dimaksud pada ayal 1}
dilakzanakan setiap 3 {tiga) rahun,

{4) Menter menetapkan standar akreditasi PIHE.

(2] blecntcnn memublbkasidean  hast]  ekrechlas: FIHK
sebagaimana dimaksud pada avat [1] kepada
rnasyarakat SECATA elelrronik dan/atau
nonclcktronik,

{) HKerentuan lebih lanjut menpgenal akeeditasi PIHK
cistur denpan Perararan Menteri.

BAE V1]
FENYELEWGOGARAAN 1BAMAH TIMEAH

Bagian Kesatu
Mmuam

Pasal 86

(1] Perpalanan ibadah Lmrah dapat dilakukan secara
persearangan atau berkelompok melabn PRIU,

(2] Penvelenegarasn [enElanan Thadah Umrzh
dilakukan olch PRI,

(-3} Belaan . ..
SK MNo M296 A
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Sclain oleh  PPIU,  penvelenggaraan  perjalanan
Thadah Umral dapar dilakukan oleh Pemerintah.
Penyelengeataan perjalanan Ibadah Umrah yang
dapat dilakukan oleh Pemenmiah  sebagaimana
dirmaksud pada avat (3] dilakukan jika terdapal
keadaan luar blass dlau kondis dararat,

kKeadaan luar  biasa atau kondist darurat
sehbagaimana dimaksud pada aval [4) ditciapkan
oleh Presiden.

Pasal BT

Setiap oranpg yang aksan menjalankan Thadah Umrah

hatuis memenuhi persyaratan:

=
b.

beragama [slam:

merulikl paspor vang masin berlaky paling singkat 6
fenam) bulan dari tanggal pemberangkatan;

memiliki tiket pesawal Lujuan Acab Saudi yang
sudah jelas tanggal keberangkylan dan
kepulanganrtys;

menulikl surat keterangan sehat dan dolcter; dan
memiliki visa serta wnda buku akomodas: dan
transporias: dar PRI

Bapian Kedua
Hak Jemaah Umrah

Pasal B&

Jemaah Umrah berhak memperoleh pelayanan dan PPIU

rrcliprati:

H.
k.

lavanan bimbingan lbadah Umrah;
lavanan kesehatan;

c. kepastian . ..
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kepastian pemlerangkatan dan pemulangan sesud
dengan mass berlaku visa winrah i Aceb Saadi dan
sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

layanan lainnya sesusi dengan perjanjian tertulis
vang disepakarn antara FPIU dan Jemaah Umrab;
=ECh

melaporkan kekuranpan dalam pelayanatt
penvelenpgaraan Ihadah Unuah kepada Menten,

Baplan Ketiga

Penvelenggara Perjalanan lbadah Umrah

FPasal #4

Untuk mendepatkan i2in menjadi PPIU, biro perjalanan

wizata haus memenuhl persvaratan:

a.

SK Mo 004298 A

chrailikn dan dikelcla oleh warga negara [ndonesa
beracama lslam;

terdaltar scbagal iro perjalanan wisals yang sah,
mermiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetens
personalia,  dan kemampuan finansial - uniok
menyelenggarakan [badah Umrah vang dibuikikan
dengan jaminan bank;

mermiliki mitra bire penvelenggara Ibadabh Umrah di
Arvalr Saudi wvang mcomperelch Jzin resoi dar
pemerinlah Kerajaan Arab SBaudi;

memiliki rekam jojak sebagal iro perjalanan wisata
vatyg lerkualitas dengan memilikn pengalaman
memberangkatkan dan melayani pegalansn ke luar

neEerl; dan

F, metmlik - ..
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memiliki  komitmen  wunluk memenubn paXta
integritas  menyelenggarakan perjalanan  Thadah
Umrah sesuai dengan standar pelayanan minuanum
vang ditetapkan ol Mentenn  dan selalu
meningkatkan kualitazs  penyelenggaraan  |badah
Umrah.

Pagal Q0

Pelaksanaan Ibadah Umrah dilakukan o<leh PPRIU
setelal mendapar izin dari Menteri.

Izin schagaimana dimaksud pada ayat {1) berlaku
selama  PPIU menjalankan  kegiatan wsahba
penvelenpearaan lhadah Umtah.

Fasal 91

PPIL dapat membuka kantor cabang PPIL di luar
domisili perusahaan,

Pembluikaan  kantor cabang  PPIU sebagzmimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada
kantor Kementerian  Agama i kabupaten/leota

setempal.

Pasal &2

Hetentuan lebih lanygut mengenar pembernian 1zm dan

pembukaan kantor cabang PPIV sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 90 dan Pasal 91 diatur dengan Peraturan

Menteri,

Bagian kecmpat

Hak dan Kewajiban Penyelenggara Perjalanan [badah Worah

SK No 0D42H A

Fasal 43

FPIV Lerhak mendapatkan:

a. pemhbinaan . ..
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a. pembinaan dan Mentcri;

b. informas tentang kebijakan penyelsnggaraan lbadah
Umrah; dan

¢ informasi tentahg hasil pengawasan dan akreditas,

Pasal 94

PPIL wajib.

a,  menvediakan paling sedhkit 1 [satu)  orang
pembimbing ibadah setiap 45 lempat paub Timal
prang Jemaah Umrah;

b. memberikan elayanan dokumen perjalanan,
akomodasy, konsuamsl, dan  wransportas kepaca
jemash  sesual dengan  perjanjian  tertulls  vang
disepakati antara PPIL dan Jemazah Lmtab;

c.  menulikl  perjamian  kerjasama denpan Tasihilas
pelayanan kesehatan di Arab Sandi;

d. memberangkatkan dan  memulangkan Jemaah
Utrnrah sesual dengan masa berlaku visa umrah &
Aral Saacdi;

c. menvampaikan rencana pedjalanan umrah kepada
Menterl secara tertulis scbelum keberangkalan;

. melapor kepada Perwalkilan Republik Indoncsia di
Arab Saudi pada sazi dalang i Aralr Saudi dan
pacla saat akan kembali ke Indencsia.

g, membual laporan kepada Menteri paling lambate 10
[sepuluhj Harn sctelah tiba kembzl i tanah aie,

h. memberangkatkan Jemaalh Umrah yang terdaflar
pady tahun bynah berjalan;

i. mengikut standar pelayanen minimal dan harga
referens]; dan

j-  mengilat prinsip syariat,

Pasal 93 . ..
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Pasal 95

FEIU vang ridak memenuhi ketenruan sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 94 dlikenan sanksi
adminisfratil berupa:

a teguran Llermdis,

. pembeluan izn; atau

£, penoablilan 2in.

Ketentuan lebith  lanjut  menpena  tafa cara
pemberian sanksi administratif | sebagmimana
dimaksud pada ayar (1] diatur dengan Peraturan
Menterl,

Buapian Kehima
Pelindungan

Pasal 9%

Jernaah Umrah mendapatkan pelindungan:

a,  warga nepara Indonezia dy luar negery;

B, hukum;

. kesmanan; den

d. pwa, keoolakaan, den kesehatan.

FPIU beriangpung jawab memberikan pelimdangan
kepada Jemesh Umrah dan potugas umrah sebelum,
sclama, dan selelah Jemaah Umrah dan petugas
umrah mclaksanakan Ibadah Umrtah.

Pemberian  pelindungan  scbhagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c,
dilaksanakan olch FPIU sesasi dengan kebijakan
Menler.

Pasal &7

Pelindunpan  jiwa, kcoclakaan, dan  kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal %6 ayat (1)
huruf d ditwerikan dalam bentuk asuransi.

2y Masa ...
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{21 MWasa peranggungan asuaranst dimualad o sejak
kebecrangkatan hinges kembali ke tanah air.

Pasal U8R

Ketentuan lebih lanjut mengenai benluk pelindungan
FPID sebapaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal
a7 diatur denpan Peranran Menters.

Hagian Keenam

Penpawasan dan Evaluasi

Pagal 04

(1} Menteri MCNRAWAHS] dan mengevaluasi
penyelenggarean Ibadah Umrah.

(2] Pengawasan dar evaluasi sebagaimana dimaksid
pada avat [1} dilaksanakan oleh aparatur bnglkat
pusat danjfarau daerah  terhadap pelaksanaan,
pemnbinaan, pelavanan, dan pelindungan  yang
dilakukan oleh PPLU kepada Jemaah Umrah.

(3] Dalam melaksanakan fangst pengawasan  dan
evaluasi pelaksanaun Tbadah Umrah, Menten dapat
membentuk tim koordinas: peEncegahan,
penpawasan, Jdan pemindakan permazalahan
penyelcingparaan Ibadah Umrah.

[4p  Ketentuan lebih lanjut mengenal (im koordinasi
diatur dengan Peraturan Mentarl.

Pasal 100

Ponpawasan  Ibadah  Umrab  schagaimana  dimaksud
dalam Pasal 99 dilaksanakan secara terpadu dengan
kementerian/lecmbapa terloall-

Fasal 131 . ..
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Pazal 01

(1} Hasil pengawasan dan evaluas) pelaksanaan ibadah
LUmrah digunakan untuk dasar akreditas dan
PENECnAHT SHTLKSI.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai penpawasan dan
evaluas diatur dengan Peraturan Menter,

Pasal 102

Dalam hal hasil pengawssan den evaluasl pelaksanasn
Ibadah Umrah terdapat dugaan tindak pdana, hasil
pengawasan Jan evaluasi disampalkan kepada aparal
penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Bagian Kerajuh

Akreditasi Penyelengegara Pecjalanan [badab Urorah

Paxal 103

Menter menctapkan siandar akreditas FPIO.

Fasal 10k

(1) Menteri melakukan akreditasi PRI

(2) Abkreditasi sebagaimana dimaksud pada ayar (l]
dilakukan wunfuk menilai kinerja dan  kualitas
pelavanan FPIL,

i3) Akreditasi terhadap PPIU dilakukan setiap 3 (tiga)

tahun.

Pasal 105

Menrenn  memublikasikan  hazil akreditazai PPIY
sehagairmana  dimaksud  dalam Pasal 104 kepada

tnasyarakat,

Fazal 100G ., .
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Pasal 106

Eerentuan lebih lanjut mengenal akreditzas) terhadap

PPIU liatare dlenpan Peraturan Menteri.

(1]

(2]

y

{2]

{3)

BAB VI
KOCGROINASI

Pasal 107

Penyelenggarann  Tbadah  Hzyi mecupaken  tugas
nasional dan menjad tanggune jawabk Pemennieh.
Tugas penyelengparaan ibadalh Hap schapaimana
dimaksud pada ayat (1] dilaksanakan oleh Menreo.

Pasal 1108

Dalam molaksanakan mgas penyelenegeparaan Thadah
Hauji sebagaimana dimaksoud dalam Pasal 107 ayat
(2], Menterl menpocerdimasikan:
a. menteri/mmpinan  lembapa pemenntabh
tingkat pusat;
gLbernr i ninglar prorins;
bupati/wah kota di Gngkat kabupaten/kota;
dan
d.  Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk
Kerajaan Arab Saudi,
Pelaksanaan koordinasi  sebagaunana  dimaksod
pada avat [1) melipub perencanaan dan pelaksataan
pelayanan transpertas), akomodasi,  konsumsi,
kesehatan, dokumen perjalanan, admunistrasl, dan
pembinaan serla pelindangan.
Sclain meongoordinasikan kemenlenan flembepa dan
pemerintah  dacrah schapaimana dimaksud pada
pyat (1), Menteri bekerja sama dengan pemenntah
Rergjean Arab H2audi dan lembaga torkait di Arab
Saudi,

Fa=zal 109, .,
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Pasal 104

Ketentuan lebih lamjul ITHTRETIAL knardinasi

Penvelenggaraan lbadah Haji diatur denpan Peraturar

Femneriniah.

[1]

(2]

[3]

(2

(1}

(2

RAB IX
PEEAN SERTA MASYARAKAT

Pasal L10
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakaakan
petnbinaan Jemaah Haji dan Jemaah UYmrah.
Pembinaan  Jemazh Hap dan JJermaabh Umeab
sebagaimana dimaksud pada  ayar [1}  berupa
penvaluhan dan pembimbingan Ibadah Haji dan
Ihadah Umrah.
Penyuluhan dan pembimbingan adah Hap dan
Ihadah Umrab sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
dapat dilakukan secara perseorapgan atau dengan
membentuk KBIHU.
Ketentuan mengenal penyulahan dan pembimbingan
Ibadah Haji dan Ibadah TUmrah sebagaimana
dimaksud pada avat {2} dan ayat {3) diatur dengan
Peraiuran Menten.

Pasal 111

Magyarakal dapal melaporkan dan mengadubkan
pelanggaran peolaksanzan [badah Hap dan 1hadah
Umrah kepada Montcr ataw pojabat vang ditunjmbk.

Tara cata pelaporan, pohngaduan, dan
peninddaklanjutan dilaksanakan  zesual dengan

kctontuan peraturan perundang-undangarn.

BabB X . .
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FENY[DIEAN

Pusal 112

(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara  Repuhblik
Indonesia, Pejabal Pegawai Negeri Sipil tertentu di
limgkungan kementerian yang menyelenggarakan
Lurdsan  pementtahen di bdang agama  diben
woewenang khusus sehagar penyidik sesual denpgan
kctontuan peraturan perundang-unddangan
rmengena hukum acara pidana.

{21 DPejabatr Ponvidik Pegawal Negen Sipil sebmpgamana
dimaksud pada ayat (1} berwenang:

a. melekukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan  atau  Keterangan  vang  berkenaan
dengan tndak pidana  yang menyangkut
Penveleneearaan Ibadah Haji dan Umrah,

b. meclakukan pemerikssan lerhadap Selap Orang
vang diduga melakukan tindak pidana wvang
menyangkul Penyelengparaan Thadah Haji dan
Umrah;

. melakukan  penggeledshan dan  penyitaso
barang bkl tndak pidana yanpg menvangkut
Fenyelengzaraan lbadah Hap dan Umrab sesua;
detigan  ketentuan  peraturan perundang-
undangan;

d. meminta keterangsn dan barang buktn dar
oranp atau badan hukum sehubungan dengan
tinclak pidana yang menysanghouat
Penvelengearaan thadah Haji dan WMmrah;

. menAangkap ...

SK Mo D{4306 A
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menangkap dan menahan dalam koordinas dan
pengawasan  penyidik  Kepolisian  Negaca
Republik Indonesia scsual dengan ketenivan
peraturan  perundang-undangan  mengenal
hukum acara pidana;

membuat dan menandatangam berita  acara;
dan

menghentikan  penyidikan apabila ek
lerlapal cukup bukti rentang adanya tndak
pidana  wang menvangkut  Penvelengparaan
1badah Haji daan Umrah,

Fcjabat Penvidik Pegswai Wegeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dalam melaksanakan tugas
dan kewensnpannys berkoordinasi dengan penvidik

kKepaolisian Republik Indunesia.

RBAahR Xl
LARANCIAN

Fasal 113

Setiap Orang dilaranpg lanps hak hertindak sebapai

penerima setoran Bipih.

Pazal 114

Setiap Qrang dilarang tanpa hak berundak sebaga PIHK

denpan mengumpulkan  danfarau  memberangkatkan

Jemash Haji Khusus.

Fasal 115

Setiap Orang dilarang tanpa hak berrindak sebagai PRI
mengumpulkan danfatau memberangkatkan  Jemaah

Umrah.

Pasal 114, ..
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Pasal 116

Sctiap Orang dilarang mempequalbelikan kuota Hag
Thdonesia.

Fasa] 117

Senap Orang dilarang tanpa hak melakukan perbuatan
mengambil sehagisan  arau seluruh setoran  Jemaah
Umrah.

Pasal 118

PIHK dilarang melakukan perbuatan yang menyebabkan
kepagalan keberangkaran, penelantaran, alaw kegrgalan
kepulangan -lemaah Haji Khusus.

Pasal 119

FPIU dilarang melakukan perbuatan yang menycbabkan
kepapalan keberangkatan, penclantaran, ataw kegagalan
kepulangan Jemaah Lmcah.

BAB KII
EETENTUAN PIDANA

Pasal 120

Setiap Urang vang tanpa hak bertindak sebagal penerima
pembavaran Bipih, sebapaimans dimaksud dalam Pasal
113 dipidans dengan pdana penjara paling lama 4
{ernpat] tahun stau  pidana denda pahng  Dbanyak
Rp4.000.000,300,00 jempat miliar rapiahl.

Pazal 121 ...
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Pusal 121

Setiap Orang yang tanpa hak berlimdsk sebapal PIHE
depgan  mengumpulkan  dan/ataun memberangkatkan
Jemaah Haji Khusas, sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 114 dipidana denpun pidana penjara pating lama 6
fenam)  lshun atau pidana  denda  paling hanyak
Rpe: OO0, 000, 000,CH) [enarn mibar rapiah).

Pazal 122

Setiap Orang vang tanps hak bertindale sebapai PPIU
dengan mengumpualkan  danfatau memberangkatlan
Jemaah Umrah, schagaimana dimaksud dalam Pasal 115
dipidana dengan pidana penjara paling lama & jcnam)
tahun atan pidana denda paling barnyak
Rt (G 000 000,00 [enam miliar rupiah),

Pasal 123

Sevap Orang vang memperjualbelikan kuota  Hap
Tndonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 116
dipidana denpen pidana pemara paling lama & {thelapang
tahun atau pidana fdenda paling banyuk
BEpS. 000 Q00.000,00 (delapan mihar rupiah).

Pasal 124

Setiap Orang yvang tanpa hak mengambil sebagian ataw
selurub sctoran Jemaeash Umrah, sebagaimana cdimalkesud
dalarm Pasal 117 dipidans dengen pidana peryara psling
lamna & (delapan) tahun atag pidana denda paling banyak
Rp&.400.000.000,00 (delapan miliar rapiah).

Pasal 125 . ..
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Pasal 1235

FIHK wang dengan sengaja menyebabken kegagalan

keberangkatan, pcoclantaran, arau kepawulan
kepulargan Jemaah NHajp Khusus,  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 118 dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 [scpulubl tahun atau pdana
dencda  paling banyak  Rpl0.G00.000. 000,00  (sepuluh
miliar rupiah)

FPasal 126

PV yvang dengan  senpojs menyebabkan  kegagalan
keberangkatan, penclantaran atau kegapalan kepllangsm
Jemaah Umrah, sebagaimana dimaksud dalam Pazal 119
dipidana denpsn pidana pergare paling lama 10 (sepuluh)
talhun atan pidana denda paling banyak
R 10 GOOGOHD 000,00 [sepuluh miliar rupiah).

BaR Xl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 127

Padda saat Undang-Undang 10l mulal berlaku:

a. HBIH yang relah memiliki zin zebelum berlakunya
Undang-Undang ini, lctap berlakn sampar dengan
hakis  1masa berlakunya iin  dan hatus
menyesidaikan dengan ketentuan dalam Dndang-
Undang ini dalam waktu paling lama 2 [dua) tahun;

k. PIHK yanp telah memiliki jzin sebelum berlakanya
Undang-Undang ini, telap berlako satmpa; dengan
hatis berlakunva izin dan harus menyesuvalkat
dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam
walitu paling lama 2 (dua) lahun; dan

<, PPIU ., .,
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2. PPIU yang telah memilikn tan sebelum betlakunya
Undang-Ungdang ini, elap berlaku sampai dengan
habiz berlakunya izin dan harus menyesuaikan
dengan ketentuan dalam Undanp-Undane inl dalam
wialktu paling lama 2 (dua) lahun.

BAE X1V
KETENTL AN FENUTUP

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulal berlaku, semua
peraturan  perundang-undangan yang  merupakan
peraturan pelaksanasn dan Undang-Undang Nomeors 13
Tahun 2008 tentang Penvelengparaan  lbadah  Haj
[Lembaran Negara Republik [ndoncsia Tahun 2003
Nomor &0, Tambahan Lembaran Negara  Republik
[ndonesia  Momor  4643) sebagaimana  telah  diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tabun 2009 tentang
Penetapan Persturan Pemeninlah  Penpeantt Undang-
Unidang Nomot 2 Tahun 2009 tentang Perubalian atas
Upndang-Undang Nomer 13 Tahun 2008 lentang
Penyelenggaraan lhadah BHlaji menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara FRepublik Indoncsia Tahun 2009
tomor 142, Tambahan Lembaran MNepara  Republik
Indonesia Bomor  3034), cdinvatakan  tetap  berlaku
sepanjang tidak bertentanpan dengan ketontuan dalam
Undang-Undang ini-

Pasal 1249

Pada szzl Undang-Undang ini mualan berlaku, Komisi
Pengawas Haji Indonesia dan Badan Pengelola Dans
Abadi Umat vane dibeniak berdasarkan Undang-Undang
Momor 13 Tahun 2008 tonang Penvelenggaraan 1bhadah
Haji (Lembaran Wegera Republik Indonesia Tahuon 2008
Momor 680, Tambahan Lombaran WNegara Repuhlik

Indonesia . ..
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Indunesia Wornor  4845)  sebagaimana  telah  diubah
dengan Undang-Undang Maomor 34 Tahun 2009 lentang
Penetapan Feraturan Pemerimah Peogganti Undang.
Undang Nomor 2 Tabhun 2009 tentang Perubahan atas
Utdang-Undang MNomor 13 Tahun 20068 Llenlang
Penvelenggaraan lbadah Hap menjzol Undang-Undang
iLembaran Negara  Repubbk  Indonesia Tahun 2009
Mennor 142, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor S026), dinvatakan bubar serta lungsi
dan tugasnyvd dilaksanakan oleh Mentern.

Pasal 134

Pada saat Undang-Urdang i mulai berlaka, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggarada
lbadsh Haji (Lembaran Negara Republike Indanezia Tahun
2008 Nomor &0, Tambshan Lembaran Negars Ecpublik
[ndrmesia Nomor 4843} schagaimana  (elah  dinbah
dengan Undang-Undang Nomeor 34 Tahuan 2009 entang
Penetapan  Perafuran Pemenntalh Penggant  Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang MNomor 13 Tahun 2006 lentang
Penvelenpeara=n Ihadaly Hal menjadi Undang-Unduang
(Lemlrvaran  Negara Republik Indonesia  Tabun 2009
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Neoogn 50360], dicabut dan dinvatakan ndak
berlaku,

Pasal 131
Peraturan pelaksansan dard Undang-Undang imi harus
dilstapkan paling lama 2 |dwa) tabun terhiiumg sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Fazsal 132

Undang-Undang  tni mular  berlaku  pada tanggal

dmndangkan

Agar . . .



PRESIDEN
REFUBLIK INOOSHESLA

.63 -
Agar  sebap  orang  menpgelahwinya,  metmerntahkan
pcngundangan Undang-Undang nli dunpen
peterpatannya  dalam Lembaran  Meogara  Republk
[ndoncsia,

Crisalican o Jakarta

pada wnppal 26 Apnl 20149
FRESIDEN REPUELIK INDONESLA,

Led.
JOHKCY WD)
undangkan i Jakarta
pada wanpeal 29 Aprl 2015
MENTER] HUKUM DAN HAaAK ASASI MAKNUSIA
RTFLIBLIK 3D INERIA,

e,

YASONMNA H. LACLY

LEMBARAN NECARA REPUBLIK [NDONESIA TAIUN 20159 MOMOR 75

Salmaty #esuai denpan ashtya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
FUBLIK INTIONESIA
Abukoum dan Porundang-undangan,

SK Mo 004495 A
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ONDANG-UNDANG EEPUBLIK INDOMNESEA
NOMOR 2 TAHUN 201%
TENTANG

PENYELENGGARAAN IBADAH HAT DAN UMEAH

i il

Ibadah  Haji meropeakan rukun Islam kelima yang  wapb
dilabksanakan oleh seliap orang [slam yeng mampu, baik secara fisik,
mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekall dalam seurogr
hidup. Pelaksanzaan Thedah Haji merupakan rangkalan ibadah
keapamaan vang telah dijamin dalam Lodang-Undang Desar Negara
Republik  Indernesia Tahun 1945, Oleh karena 1tu,  negars
bertangeung jeaweb atas penvelengparaan lbadah Haj scbagmimana
diamanatkan dalam asal 29 ayat [2) Undanpg-Undung Dasar Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1945,

Retentuan vang mengalur lenlang Penyelengzaraan Tbhadah Haji
dalam  Undang-Undang  Komor 13 Tahun 2008 tenlang
Penyelengparsan badah Hagl eaebapaimana telah dinbah denpgan
Undang-Undang Nomoer 34 Tabhun 2009 1entang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengpanna Undang-Undang bomor 2 Tahun 2009 entang
Perubahan aras Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenpgaraan Ibadabh Haji menjadi Undang-Undang sudah udak
sesudl dengan dinamiks dan kebutuhan hukon masyarakat sehingga
perlu diganti. Selamn itu. semakin menmghkalnys jumlah warga negara
unruk  menunaikan  lbadah Hayi dan lbadah  LUmrah, perlo

pemngkatan . . .
SK No 04314 4
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penngkatan kualitas Penyelenpggaraan Ibadah Hagl dan Urmreab secara
atnan, nyaman, rertib, dan se=zual dengan ketentuan syariat,

Berdasarkan  perafursn perundang-undangan  dan  praktik
Penyelenggaraan lbadah Hap dan Umrah, selama i toasihb
diternukan beberapa kelemahan, baik dalam aspel regulasi dan tata
kelola kebyakan, pembinaan, pelayansn, den pehndungan jemaah,
mavpun pengawasan terhadap pelaksanaan Penyclenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah, Oleh Kearena ud, perdu dilakukan penyempurnaat
aturan dan perbaikan dalam praktik penvelenggaraannya, schinggs
Penyelenggaraan Thadah NHaji dan Umrah dapar dilaksanakan dengan
aman, nyvamyn, Llertib, lancar, dan sesual dengan syarat, serta
tnenjumung tinggr prinsip keadilan, transparansi, dan akunialbihtas
publik uniuk sebesar-besar kemanfaatan Jemaah Hay dan Jemaah
Limrah. Beordasarkan pertimbanyan lersebur, perhl dilakokan
penyempurnaan dan perbakan dalam Penvelengearaan Ibadah Haji
dan Umrah.

Perbaikan dalam Peovelenpearadan Thadah Hap dan mreah
ridak cukup henva sebatas pada perbatkan kualitas pelayanan
terhadap jemaah tetapl perbaikan tersebir harus menyentuh seluruh
aspek vang ada di dalam Penvelengesaraan lbadah Hajl dan Umrah.
Adapun pokok pengataran dalam  Undang-Undang  ini  melipad
Jernaah Haj, Penvelenggaraan [kadah Han Reguler, BRIH, KBTHU,
Penyelenggaraan Ibadah Han Khusus, Penvelengpgaraan  Thadah
Umrah, Koordinasi, peran serta masvarakart, penvidikan, larangan,

don ketentuan pldana,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Huruf =
Cubkup jelas.

Huruf b _ . .

SK Mo 004315 A
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Hurul b
Yang dimaksud denpan “asas amanah’ adalah bahwa
Penyelenggaraan Ibadab Tleji dan Umrah dilaksanakan
dengan penuh tangeung jawab,

Hurul ¢
Tang dimaksul denpan “asas keadilan® adalah babwa
Fenyelenggaraan [badah Han dan Umrah berpegang padas
kebenaran, ritlak herat sebelah, tidak memihak, dan
tidak sewensang- wendang.

Hurul d
Yarng dimaksud dengan “asas kemaslahatan® adalah
bahwa Ponyelenpgaraan lhadah Hap dan Lhnrah harus
dilaksanakan demli kepentingan jemaah.

Hurul ¢
Yang dimaksud denpan “msas kemanfaalan™  adalahb
bahwa Penyelengparaan  Ibadah Hap dan Umrah
dilakzanakan demi membenkan manfaat kepada jemaah.

Hurul £
Yang dimaksud dengan "ssas keaelamatan” adalah bahwa
Penvclenggaraan fbadeh  Hapn dan Umrah harus
dilaksanakan demi kesclamatan jcmaah.

Huruf g
Yang dimaksod dengan “asas keamanan”™ adalah bahwa
Penyelengparaan  Ibadah Haji dan  Umrah  harus
dlilgksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna
mehindungi jemash,

Hurafl h
Yang dimaksud denpan 'asas  prolesicnalitas™  adalah
babwa Penyelenpgaraan Thadah Haji dan Umrah haros
dilaksanakan denpgan mempertimbangkan keahlian para
pengelalanva.

Hurufi . ..
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Huruf i
Yang dimaksud dengan "asas  transparanzit  adalah
bahwa Penyelenggaraan [badah Hap dan Umreah

dilakukan secara ferbuka dan memudahkan akses
masyarakal untuk mempercleh informas: terloat dengan
Fenyelengzaraan lbadah Hajn dan Umrah, penpelelaan

keuangan, dan aset.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah
Bahwa Penyelenpgaraan  [badah  Haji dan Umrah

dilakukan denpan penuh tungeung jawab beaak secara etk
tnaupn hukun.

Fazal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas,

Pasal o

Cukup jclas.

Pasal &

Sk Mo 004317 A

Avat [1]

Huruf a

Culup jelas.
lluruf b

Cukup jelas.
Huruic

Cukup jelas,
1uaruf d

Cubup pelas.
Huruf e

Cukup jclas.

Huruf ...
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Huruf [
Cublp jelas.
Hurui g
Culkup jelas.
Hurul h
Cukup jelas,
Huruf s
Cubup jelas.
Huruf |
Cukup jelas.
Hurui k
Yang imaksud denpgan "nomor  porsi” adalah
nomor urul  pendaflaran vene ditechitkan oleh
Menrien bagi Jemnaah Hap vang mendaftar,
Avar [2)
Cukup jelas.
Avac (3]
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal B
Cukup jclas,

MPasal &
Cukup jelas.

Fazal 10
Cubup elas.

Fasal 11
Cubup jelas,

Pasal 12 . ..

SKE No 4318 A
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Cukup jelas.

Pasal 13
Couknp jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukiup [elas

Fasal If
Axat [1}

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 13
Apar{]]

T Mo K319 A
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Yang dimaksud dengan “masa pelunasan™  adalah
pembayaran  yang dilakuksn Jemeah Hap o untuk
melunast pembavaran Bipih seiclah BPIH dietapkan oleh
Presiden.

Avat [2)

Cukup jclas.

Avat (3]

Cukup jelas.

Culap elas.

Ayat |2

Yang dimaksud dengan “berangleat melalui PIHK® adalah
warga ncgard [odonesia yang mendaparkan undangan
visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajgan Arab
Saudi dan  mendapatkan  pelavanan dokumen,
transporlas],  akomodasi,  koosumsi dan keschatan
relalut PITK.

Awat [3) . ..



Avyar (3]
Culiup jelas.

Pasal 19

Culkup jclas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pusal 21

Cukup jelas.

Pazal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Faszal 21

Cukunp jelas

Fasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cubkup jelas,

Pasal 27

Cubkup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 2O

SK Mo 0083210 A
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Fasal 30
Cukup jelas.

Fasal 31
Avat [1}
Yang dimaksud dengan “deokumen” adalah paspor dan
visd unluk pelaksanaan Thadah Hap.
Avat [2}
CLukup jelas.

Pazal 32
Cubliup jelas,

Paszal 33
Cukup jelas,

Fazal 34
Cukup jelas,

Fagal 33
Cukup jelas,

Paszal 36
Cukup clas.

Pasal 37
Cukup clas.

Pasal 374
Cukup xlas.

Pasal 3%
Cukup jelas.

Pasal 40, ..
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Pasal 40
Cukup jelas.
Paszal 41
Avvat (1)
Culiup jelas.
Aval 12)
Huruf a
Tang dimaksud dengan “pelindungan warga negara
Indonesid di Juar negen” adalabh pendampingan dan
penyelezalan dokumen perjalanan apabila Jemaah
Haji menghadap permasalahan aelarma
melaksanakan perjalanan Ibadah Haj.
Huruf b
Yang dimaksud denpan “pelindunean hulkuam”
adalah jaminan kepastan  keberangkatan dan
kepulangan Jemaah Heji dan petugas haji sera
pelavansn bantusn hulkum.
Hurut ¢
Yang dimaksud denpgan “pelindongan keamanan®
adalabh keamanan Asik, kesclamalan jiwa, dan
keatnanan barang bawaan,
Huruf d
Cukup jclas.
Avat |3
Cubup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Ayar (1)

Cukup jelas.

Ayval (2] . . .
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Avar (2]
Yang dimaksud dengan “Penvelengparaan lbadah Haji
berakhir" adalah Kloter Jemash Hajl terakhie vang biba di
[ndonesia.

Fazal 44
Cukup jelas.

Pasal 435
Cukup jelas,

Pasal 45
Cukup julas,

Fasal 47
Cukup jelas,

Pasal 45
Cukup jelas,

Pasal 49
Culkup jelas.

Pasal &l
Cukup jclas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jclas.

Pasal 53

Culkup 1elds.

Pasal o4 . ..
SK Na 0043231 A
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Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal oy
Cukup jelas.

Pazal 5#
Hurul a
Culkup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “jaminan bank™ adalab garvansi
bank atey deposito atas nama bire perjalanan wisala,
Hurut d
Cukup jelas.

FPasal 39
Culup jelas.

Pasal &0
Culkup jelas.

Pasal &1
Cukup jclas.

[*asal 62
Cukup jclas.

Fazal 83, ..
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Fasal &3
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat 1]
Cukup jelas.
Ayt [2
vang dimaksud dengan “kuota haji [ndonesia®™ adalah
kuota haji aktwal hasil darnn kecputusan pemertimitah
Kergjasan Arab Saudi dan Pemerintah.
Avat [
Cukup jelas.
Axvat (4}
Cukup jclas.
Pasal 65

Cukup jelas.

Pazal i
Chakup jelas.

Pazal 6F
Culkup jelas.

Fasal &5
Lukug jelas

Pasal &4
Culoup jelas.

Pagal 70
Cukulp pelas

Pasal 71
Cukup jclas.

Pasal 72 ...
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Pasal 72
Cukup j=lax.
Pasal 73
Asyat (1)
Cukup jclas.
Avat 2]
Cukup jelas.
Avat |3
Cukup jelas.
Ayar (4
Cukup jelas.
Ayal (5]
Cukup jelas,
Ayal (6]
Yang dimaksud dengan “alasan yvang sabh™ adalah kondisi
Jemaah Haji Khusus dalam keadasan sakit, hamil, Atau
menungeu mahram.
Pasal 74
Culoup jelas.
Pagal 75
Culkiagy jelas.
Pasal 75

i_ukup jclas.

Paszsal 77

Cukup jelas.

Pazal 78
Cukup jelas.

Pasal 72 . ..

SK MNo (04326 A
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Pasgal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Ayat (1)
Huraf a
Yany dimaksud dengan “pelindungan warga negara
Indonesia di luar negert” adalah pendampingan d=n
penyelesaian dokumen perjalanan apabila jemaah
menghadapl permasalahan selama melaksanakan
perjalanan Ibadah Haji khusus.
Hurul &
Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum®
arlalah  jaminan kepastian  keberangkaotan dan
kepulangan Jemaah  Haji Khusus,  jaminan
pengommbalian kerugian jemaah o yang pagal
berangkat danfatan  pulang, serta pelavanan
bantuan hukum.
Huraf ¢
Yang dimaksud dengan “pelindungan kcamanan”
adalah keamanan fsik. keselamalan jiwa, dan
keamanan barang bawaan.
Huraf «
Cukup jclas,
Avat (2]
Cukup jelas.
Avat [3]
Cukup jelas.
Pasal &1
Cukup jclas.
Pasal 82

Cukup jclas.

SK Mo (4327 A
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Pasal B3
Cukup jalas,

Pasal 84
Cukup jelas,

Pasal &5
Cukup jelas,

Pasal 856
i_ukup jelas.

Pasal 87
{Cukup jclas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 8O
Huri a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf «.
Yang dimaksud dengan “jaminan bank™ adalah garansi
Lhank atau deposito atas nama bire perjalanan wisata,
Hurui d
Cukup jelas,
Huruf e
Cukup jelas.
Hurul 1
Cukup jelas.

Fasal 90
Cukup jelas,

Pazal 91 . ..

SK Mo D438 A
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Pasal 91
Cukup jelas.

Pazal 92
Cukup julas.

Pasal 92
Cukup jxlas.

Puasal 94
Cukup 1#las

Fasal 935
Culup jelas.

Pasal 96
Avat | 1]

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelindungan warga negara
Ilndonesia di luar negen” adalab pendampingan dan
penyelezalan dokumen perjalanan apabila Jemzaal
Umrah  menghadag permasalahan zelama
mclaksanakan perralanan Jhadah Umrsh.

Tharuf b
Yang <imaksud dengan “pelindungan hukum”
adalah jaminan kepaslian keberangkatan dan
kepulangan Jemaah Umrah, jaminan pengembialian
kerupian baoei demasn meah vang paosl beranpgkat
dan/atau pulang, serla pelavenan bantuan hukum,

Huul ¢
Yang dirmnaksud dengan "pelindungan kcamanan®
adalah keamanan hOsik, keselamatan jiwa, dan
keamanan barang bawaan.

Hurafl d
Cukup jelas.

Ayac (). . .
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Ayal (2

Cukup jelas.
Awal [3)

Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jclas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 949
Cukup jelas.

Pazal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
LCukiup jelas.

Pagal 103
Cukup jelas.

Pasal 1053
Culiup julas.

[*asal 104
Cukup jclas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Faszal 106
Cukup jelas.

Pasal 107 ...

SK Mo D330 A
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Couloup jelas.

Pasal 108

Crbiup pelas.

Pasal 1049

Cukup jeltas.

Prasal 114

Cukup jpulas.

Pauz=al 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

FPasal 113

Cubkup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Paszal 115

Cukup jelas.

Pazal 116

Cukup jelas.

Fasal 117

Cukup jelas.

Pazal 118

Cukup jclas.

SK No 04351 A
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Pasgal 119, ..



Fasal 119

Cukup jelas.

FPasal 120

Cukup jelas,

MPasal 121

Cukup jclas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pazal 123

Cukup jelas.

Paszal 124

Coubug jelas.

FPasal 125

Culeup jelas.

Puasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal |28

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.
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Pasal 131
Cukup julas,

Paszal 132
Cukup jelas,
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